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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

buat maka dapat disimpulkan:  

1. Pembayaran Upah Pekerja Yang Dirumahkan Dalam Masa Pandemi 

Covid-19 Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomoe 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut 

terdapat 2 pekerja yang dirumahkan akibat mereka tidak bisa 

memenuhi target perusahaan, tetapi pihak perusahaan merumahkan 

kedua pekerja tersebut tanpa ada kejelasan untuk dipanggil kembali 

untuk bekerja dan upah mereka selama dirumahkan tidak dibayarkan 

oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan Pekerja Atau Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. “Bagi 

perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat 

kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan 

penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau 

seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan 
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kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara 

pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh”. Di mana walaupun kedua 

pekerja tersebut dirumahkan pihak perusahaan wajib memberikan 

upah penuh kepada kedua pekerja tersebut sesuai dengan perjanjian 

kerja antara kedua belah pihak  

2. Pembayaran Kompensasi PHK dalam Masa Pandemi Covid-19 dalam 

Putusan Nomor 24/pdt.Sus-Phi/2021/Pn Smg, sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihian Hubungan Industrial. Kedua pekerja tersebut menerima 

Kompensasi PHK sesuai dengan masa kerja masing-masing dan 

besarannya berbeda satu sama lain.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

saran yang dapat diberikan: 

1. Untuk PT Golden Prima Sentosa di Semarang 

a. Apabila terdapat perubahan system dalam pekerjaan, bisa di 

konfirmasi atau dibahas terlebih dahulu kepada pihak pekerja. 

b. Pada saat pekerja dirumahkan pihak perusahaan harus menentukan 

batas waktu pekerja saat akan dipekerjakan kembali.  
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c. Pihak perusahaan apabila merumahkan salah satu pekerja, 

diwajibkan memberikan semua hak-hak pekerja saat dirumahkan 

2. Untuk para Pekerja di PT Golden Prima Sentosa 

a. Apabila pada saat bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang 

telah disepakati diawal, pekerja wajib melaporkan kepada pihak 

perusahaan terkait masalah tersebut. 

b. Diwajibkan kepada semua pekerja di PT Golden Prima Sentosa, 

wajib mematuhi semua yang ada diperjanjian kerja yang telah 

disepakati diawal. 

3. Untuk Pengadilan Hubungan Industrial Semarang 

a. Terkait banyak kasus PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

secara sepihak, mohon pihak PHI juga melihat para pekerja yang 

hak-hak tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Pihak PHI 

Semarang bias menyelesaikan permasalah tersebut dan tidak 

memihak kepada siapapun.  
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